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Abstract: Coordination is the unification of perceptions between different parts within the organization so 

that they work together in order to contribute to the organization to achieve its goals. The purpose of this 

study was to analyze and explain the implementation of the coordination of the Pekanbaru City Health 

Service and the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency in deleting assets for 

special operational service vehicles (ambulance). The theory used for the measurement in this study uses a 

theory that includes communication, awareness of the importance of coordination, participant competency, 

agreement, commitment and coordination incentives, and planning continuity. The type used in this 

research is descriptive research with qualitative methods. The results of this study indicate that 

coordination between the two agencies has been carried out, but there are still things that have not run 

optimally, namely coordination of preparing vehicle documents both before they were deleted and after 

they were deleted, more intensive communication, employee capabilities, and maximum participation. The 

two agencies must play a more optimal role by increasing their performance in order to coordinate so that 

what has been determined will be optimally achieved. 

Keywords: Ambulance, Coordination, Asset Write-off 

Abstrak: Koordinasi merupakan penyatuan persepsi antara bagian-bagian yang dberbeda didalam 

organisasi agar saling bekerjasama dalam rangka memberikan sumbangsih kepada organisasi untuk 

mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan koordinasi 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 

dalam penghapusan asset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (ambulance). Teori yang digunakan untuk 

pengekuruan dalam penelitian ini menggunakan teori yang meliputi komunikasi, kesadaran pentingnya 

koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi serta kontinuitas 

perencanaan. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode 

kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa koordinasi antara kedua intansi telah dilakukan, namun 

masih terdapat hal-hal yang belum berjalan maksimal dinataranya adalah koordinasi mempersiapakan 

surat-surat kendaraan baik sebelum dihapus maupun telah dihaspus, komunikasi yang lebih instensif, 

kemapuan pegawai, partisipasi secara maksimal. Kedua intansi harus berperan lebih maksimal dengan cara 

meningkatkan kinerjanya dalam rangka melakukan koordinasi agar apa yang telah ditentukan akan tercapai 

secara maksimal. 

Kata Kunci: Ambulance, Koordinasi, Penghapusan Aset 

 

PENDAHULUAN 

Untuk melancarkan kegiatan organisasi maka diperlukan koordinasi yang tujuannya adalah 

menyatukan persepsi antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Hal senada yang 

disampaikan oleh Terry bahwa koordinasi merupakan usaha penyingkornan untuk menyediakan 

waktu yang tepat untuk mengarahkan pelaksanaan dalam rangka menghasilkan suatu Tindakan yang 

seragam dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Munawar, 2017). 

Koordinasi menurut Hasibuan merupakan usaha Kerjasama antara badan-badan, unit-unit atau 

instansi dalam pelaksanaan tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, melengkapi dan saling 

membantu antara satu dengan yang lainnya (Asmu et al., 2018). Koordinasi juga bermanfaat bagi 

karyawan agar dapat membantu memahami instruksi dari pimpinan untuk bekerja secara tim dalam 

lingkungan organisasi (Arif Rahman Putra, Didit Daermawan, 2017).  
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Koordinasi antara instansi pemerintah sangat penting karena hal tersebut merupakan cara yang 

strategis dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Febrian & Yusran, 2021). Dalam hal koordinasi 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru dalam hal penghapusan aset kendaraan dinas operasional 

khusus harus berjalan dengan efektif karena tanpa koordinasi yang baik maka hal tersebut akan 

merugikan Pemerintah Kota Pekanbaru karena akan membiayai kendaraan yang tidak layak pakai 

dan tentu saja hal tersebut menjadi pemborosan.    

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Tata Cara 

Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas, kendaraan dinas tersebut meliputi: 1) Kendaraan 

Perorangan Dinas; 2) Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan; dan 3) Kendaraan 

Dinas Operasional Khusus/ Lapangan. Kemudian dijelaskan bahwa yang termasuk Kendaraan Dinas 

Operasional Khusus/Lapangan terdiri dari: 1) Mobil pompa; 2) Mobil tangga, 3) Ambulance, 4) Jeep 

komando (khusus), 5) Multi guna (penyuluhan), 6) Truk angkut, 7) Mobil derek besar dan kecil, 8) 

Mobil perpustakaan, 9) Mobil laboratorium, 10) Dan kendaraan lain yang memerlukan design khusus 

(Perwako Pekanbaru No. 100 Tahun 2018, 2018).  

Sesuai dengan judul penelitian, dalam hal ini penulis mengambil objek yaitu kendaraan 

ambulance yang mana kendaraan ini merupakan termasuk Kendaraan Dinas Operasional 

Khusus/Lapangan. Ambulance merupakan kendaraan roda empat yang digunakan untuk membantu 

pasien dalam mengantar dan menjemput (Wibawa & Mujibullah, 2019). Ambulance juga merupakan 

kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang bergerak dari satu 

tempat ketempat lain guna untuk perawatan medis (Bagaskara et al., 2019).  

Dalam hal penelitian ini, ambulance yang dimaksud adalah ambulance yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Karena 

kepemilikannya merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru maka barang tersebut harus 

dirawat dan dijaga agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mewujudkan pengelolaan 

barang milik daerah, perlu kiranya regulasi atau payung hukum yang mengatur masalah pengelolaan 

barang milik daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap barang milik 

daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/ hilang/ mati, tidak sesuai dengan 

perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena 

planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.  

Penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan menghapus barang pengguna atau 

kuasa pengguna dan penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik daerah 

dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan tersebut (Tangkuman & 

Mulalinda, 2014). Barang yang akan dihapuskan disebabkan karena beberapa alasan diantaranya 

dikarenakan masa pakai yang sudah habis, oleh sebabab itu maka barang tersebut mesti dihapuskan 

dari barang milik atau aset daerah (Tukunang, 2016). 

Dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance) dilakukan 

dengan berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku, Adapun tata cara penghapusan tersebut dalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pembentukan panitia penghapusan/pemusnahan SKPD; 

2. Pencatatan/notulensi rapat panitia dalam rangka penghapusan SKPD; 

3. Berita acara hasil pengeceken barang milih daerah (BMD); 
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4. Membuatr kajian pertimbangna mengapa barang milik daerah (BMD) tidak 

digunakan, dimanfaatkan serta dipindah tangankan.  

 Dari hal diatas jelas bahwa dalam proses penghapusan kendaraan operasioanal yang dimiliki 

oleh suatu daerah khususnya kota pekanbaru harus melalui prosedur-prosedur yang jelas agar tidak 

terjadi kesalahan dalam penghapusan/pemusnahannya, lebih-lebih terhadap Penghapusan Aset 

Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru beserta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. 

 Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah ambulance milik pemerintah kota pekanbaru dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance) 

Kendaraan Ambulance dengan Kondisi 

Baik Rusak Rusak Berat 

18 3 6 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota pekanbaru, 2021 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kendaraan Dinas Operasional Khusus (ambulance) 

mesti harus dilakukan penghapusan apabila kendaraan tersebut tidak produktif lagi karena hal 

tersebut akan mengurangi pengeluaran daerah karena perawatan kendaraan milik daerah memakan 

biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru harus saling melakukan koordinasi dalam 

rangka penghapusan kendaran tersebut. 

Adapun yang menjadi fenomena atau gejala dalam penelitian ini adalah: Hingga saat ini masih 

terdapatnya ambulance dalam kondisi rusak berat terparkir di belakang Kantor Dinas Kesehatan dan 

beberapa Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru. Masih belum optimalnya kegiatan inventarisasi 

yang dilakukan terhadap ambulance tersebut, sehingga prosesnya cukup rumit untuk dilakukannya 

penghapusan aset. Masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap 

permasalahan aset. Adapun tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk menganalisis dan 

menjelaskan pelaksanaan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam penghapusan asset Kendaraan Dinas Operasional 

Khusus (ambulance).  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang saling berkoordinasi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metoda Kualitatif Deskriptif dimana menurut 

Abdullah penelitian Kualitatif Deskriptif  biasanya digunakan untuk meneliti sekelompok manusia 

atau objek suatu kondisi, sistem pemikiran atau sekelas peristiwa pada masa saat ini (Sipayung, 

2022). Dilain hal menurut Creswell bahwa penelitian deskriptif dimulai dengan penafsiran teori, 

asumsi serta studi tentang permasalahan bagaimana individua tau kelompok memaknai permasalahan 

yang dihadapi (Herman et al., 2023). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan 

observasi lapangan dan dokumentasi (Devi, 2021). Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data skunder (Sugiyono, 2014) yang ditemukan pada studi lapangan baik yang bersumber dari 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
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Pekanbaru, dalam bentuk jurnal, hasil laporan, buku referensi dan lain sebagainya. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis secara komprehensif dan disimpulkan secara keseluruhan dengan 

model interaktif menurut Miles dan Huberman (Chumairo & Ulum, 2021).    

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk mendukung konsep koordinasi dalam penelitian ini maka penulis akan memdandingkan 

hasil penelitian yang akan dibuat dengan hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa kendala penulis 

dalam membandingkan hasil penelitian tersebut dikarenakan sulit untuk mencari penelitian dengan 

tema yang hampir sama. Penelitian yang pertama dengan judul Tantangan Dalam Koordinasi 

Jaminan Kesehatan Aceh yang dilakukan oleh Edy Saputra Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis tantangan dalam koordinasi pelaksanaan jaminan Kesehatan Aceh. Hasil yang 

didapat dalam penelitian ini adalah: lemahnya terhadap grand desain Jaminan Kesehatan Aceh, 

masih terlihat tidak jelasnya alur hubungan kerja antar unsur organisasi terkait, perbedaan persepsi 

dalam mempedomani pelaksanaan kerja, dan tidak ada standar dan petunjuk teknis yang berkaitan 

dengan koordinasi Jaminan Kesehatan Aceh. Sedangkan rekomendasi dalam penelitian ini adalah: 

memperkuat grand desain Jaminan Kesehatan Aceh dan melakukan sosialisasi dan deminisasi secara 

maksimal pedoman pelaksanaan terutama mengenai pemahaman terhadap unsur organisasi yang 

terkait, melakukan rapat koordinasi secara maksimal dan minimal 3 bulan sekali, memperkuat 

hubungan kerja antar organisasi serta Menyusun standar operasional prosedur tentang koordinasi 

program Jaminan Kesehatan Aceh (Saputra, 2016).  

Penelitian yang kedua dengan judul Koordinasi Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Ibu dan 

Anak di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang yang dilakukan oleh Fitri dkk 

Tahun 2013. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis koordinasi dalam pencatatan 

dan pelaporan Kesehatan ibu dan anak di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang. 

Sedangkan hasil penelitian yang ditemukan adalah: jika ditinjau dari pengetahuan tugas sudah 

terlaksana dengan baik, untuk pembagian tugas belum terlihat dengan baik dikarenakan masih 

ditemukan petugas yang tidak memiliki kesesuaian antara implementasi tugas dengan uraian tugas 

pada masing-masing unit. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pengetahuan melalui Pendidikan 

dan pelatihan bagaimana sebaiknya mekanisme koordinasi, menerapkan analisis jabatan dan 

memberikan uraian tugas dengan jelas dalam memberikan pekerjaan, serta meningkatkan 

pengawasan dan komunikasi antar unit organisasi (Fitri et al., 2013).  

Penelitian yang berjudul Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Koordinasi 

Bidang Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016 oleh Alfindi Rahman tahun 2017. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui refungsionalisasi kelembagaan Kecamatan dan Instansi lain 

dalam melaksanakan koordinasi di Bidang Kesehatan di Kecamatan marpoyan Damai. Untuk hasil 

penelitian ditemukan bahwa pelimpahan wewenang kepada Camat masih belum berjalan optimal 

dalam aspek koordinasi bidang Kesehatan. Selain itu terjadinya kurang koordinasi satuan perangkat 

daerah dengan Camat dan satuan kerja perangkat daerah lainnya. Hal yang diharapkan adalah 

melakukan rapat koordinasi secara rutin dan berkala sesuai dengan kebutuhan antara Camat dengan 

satuan perangkat kerja lainnya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru agar terjadi satu 

persepsi dalam pelaksanaan tugas serta dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing 

(Rahman, 2017).  

Penelitian selanjutnya dengan judul Peran Dinas Kesehatan Dalam Koordinasi dan 

Pembangunan Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat yang ditulis oleh Rusnaini tahun 

2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam pengembangan 
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penyediaan air minum berbasis masyarakat dan kebersihan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

masih banyak sumber air minum berbasis masyarakat yang kualitasnya masih rendah yang 

disebabkan kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dikarenakan terdapat 

kendala seperti SDM yang kurang memadai, dengan jumlah petugas yang kurang optimal, sarana 

dan prasarana yang belum mendukung pelayanan yang baik. Kendala tersebut dapat diatasi dengan 

cara mengeluarkan surat edaran kepada Rio dan Lurah agar melakukan kesadaran kepada masyarakat 

agar buang air besar tidak disembarang temapat. Serta mengusulkan penambahan personel dan 

mengusulkan penambahan dana anggaran dalam rangka pembangunan penyediaan air minum 

sanitasi berbasis masyarakat (Rusnaini et al., 2021). 

Penelitian dengan judul Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas 

Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya oleh Yuyun Rachmayuniawati Tahun 

2018. Adapun tujuan dari penelitian ini ada beberapa hal diantaranya adalah untuk mengetahui 1) 

Komunikasi, koordinasi, dan efektivitas kerja pegawai; 2) Pengaruh komunikasi terhadap efektivitas 

kerja pegawai pada Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya; 3) Pengaruh koordinasi terhadap 

efektivitas kerja pegawai pada Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya; serta 4) Pengaruh 

komunikasi dan koordinasi secara bersama-sama terhadap efektivitas kerja pegawai pada Rumah 

Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secapa parsial 

komunikasi dan koordinasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai Rumah Sakit 

Prasetya Bunda Tasikmalaya. Saran yang diharapkan agar Rumah  Sakit Prasetya Bunda lebih 

meningkatkan komunikasi antara sesama pegawai rumah sakit, meningkatkan koordinasi dalam 

pelaksanaan kinerja pegawai rumah sakit, melakukan rapat koordinasi secara intens, menyusun 

agenda pelatihan kerja bagi pegawai rumah sakit serta meningkatkan efektivitas kinerja pegawai 

rumah sakit dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk Kerjasama tim (Rachmayuniawati, 2018).   

Pada hasil dan pembahasan ini penulis mengutip pendapat ahli yang berkaitan dengan 

koordinasi. Koordinasi menurut Manullang dinyatakan bahwa koordinasi terdiri dari: 1) Rantai 

Perintah, 2) Informasi, 3) Wewenang, 4) Tanggung jawab, 5) Tujuan (Widya & Ningrum, 2019).  

Sedangkan menurut Hasibuan bahwa koordinasi terdiri dari: 1) Kesatuan tindakan, 2) Hubungan 

Kerja, 3) Pembagian kerja, 4) Disiplin (Ramdhany & Djumiarti, 2015). Dalam penelitian ini penulis 

mengutip pendapat Handayaningrat yang tediri dari 5 yaitu: 1) Komunikasi, 2) Kesadaran Pentingnya 

Koordinasi, 3) Partsipan, 4) Kesepakatan, Komitmen dan Insentif, dan 5) Kontinuitas Perencanaan 

(Trisnawati et al., 2021).  

Komunikasi  

  Komunikasi yang dilakukan secara efektif akan berpengaruh terhadap proses keberhasilan 

organisasi dalam menyampaikan pesan yang diinginkan (Hasmawati, 2018). Komunikasi dapat 

dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh organisasi terkait yang 

berkoordinasi (Nuraplina & Herman, 2018). Komunikasi merupakan proses interaksi antara dua 

orang atau lebih serta unsur atau bagian yang terkait seperti komunikator dan komunikan untuk 

membangun kebersamaan, mencapai tujuan dan saling memahami diantara satu dengan yang lain 

(Rahmawati, 2018). Komunikasi sangat penting didalam organisasi baik itu komunikasi antara atasan 

dengan bawahan maupun antara bawahan dengan sesama bawahan, dalam hal ini komunikasi yang 

dilakukan adalah menyangkut dengan pekerjaan yang akan atau telah dilaksanakan (Nengsih & 

Herman, 2019).  

 Dalam hal komunikasi untuk memperlancar koordinasi, hal yang paling urgen yang penulis 

jadikan pertanyaan kepada informan adalah mengenai komunikasi yang dilakukan oleh instansi 
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terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara kepada pihak yang saling berkoordinasi dimana 

rata-rata mereka menjawab: Dinas Kesehatan selalu melakukan komunikasi serta melaporkan aset 

kendaraan (ambulance) jika ingin dihapuskan. Dari wawancara tersebut jelas bahwa terjadinya 

komunikasi timbal balik antara Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

baik mengenai perkembangan aset yang dimiliki maupun pada saat penghapusan aset. Namun 

berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari lapangan bahwa untuk tahun 2021 pelaporan aset 

terlambat untuk dilaporkan serta tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk 

melancarkan proses komunikasi hendaknya dialakukan dengan berbagai hal baik secara lisan 

maupun tulisan oleh instansi yang berkoordinasi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Untuk lisan bisa dilakukan dengan 

bertemu langsung secara tatap muka dan membicarakan langsung mengenai hal yang dianggap urgen 

atau via telepon untuk memudahkan gerak Langkah kedua intansi. Sedangkan secara tertulis dapat 

dilakukan dengan memberikan laporan, berkas administrasi kelengkapan kendaraan, surat pengantar 

atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan penghapusan aset tersebut.  

Kesadaran Pentingnya Koordinasi 

 Koordinasi antar berbagai instansi pemerintah merupakan bagian dari upaya 

penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kesadaran setiap 

peserta akan pentingnya koordinasi sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan akan lebih baik 

lagi kedepannya (Herman, 2019). Kesadaran akan pentingnya koordinasi merupakan pengetahuan 

dan ketaatan yang dilakukan oleh intansi yang saling berkoordinasi (Nurul et al., 2021), dalam hal 

ini adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota 

Pekanbaru. Dalam koordinasi yang berkaitan dengan pentingnya koordinasi pada kedua intansi 

tersebut Tujuan dari hal tersebut adalah untuk melepaskan pengguna dari tanggung jawab 

administratif dan fisik atas komoditas yang berada di bawah kendalinya dan untuk mengontrol dan 

mengelola pengguna barang. Selain itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa menjual barang milik 

daerah yang telah dihapus bukukan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan ketertiban, dan 

hasil penjualan tersebut kemudian dapat disetor atau dimasukkan ke kas daerah. Penjelasan di atas 

menunjukkan bahwa pegawai yang bertugas sebagai pengelola barang dan pengelola barang sudah 

mengetahui alasan penghapusan aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (ambulance). 

 Koordinasi ini dilakukan dalam rangka penghapusan aset Kendaraan Dinas Operasional 

Khusus (ambulance). Sekitar 20 unit ambulans berhasil disingkirkan pada tahun lalu, namun 

kenyataannya masih banyak yang tersisa atau tidak dapat dihapus pada saat itu, dengan dokumen 

yang tidak lengkap menjadi salah satu faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut mengarah pada 

kesimpulan bahwa implementasi tujuan tidak dapat dikatakan baik atau buruk, tetapi juga tidak dapat 

dikatakan terealisasi dengan baik. Menurut pengamatan penulis, tidak dapat dikatakan bahwa 

kesadaran koordinasi berjalan dengan baik. Terkait Barang Milik Daerah, khususnya pada kendaraan 

dinas operasional khusus. Namun, baik Dinas Kesehatan maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah sendiri melihat tanda-tanda kesadaran akan pentingnya kerja sama yang sebenarnya 

terjadi di lapangan. Terutama melalui manajemen inventaris Departemen Kesehatan. Saat ditanya 

mengenai pelepasan aset tersebut, pegawai Dinas Kesehatan yang menangani barang selalu mengaku 

kurang dokumentasi sehingga tidak bisa untuk menyebutkan aset tersebut. Ini menunjukkan bahwa 

mereka tidak peduli dengan masalah ini. Kendaraan tersebut termasuk dalam kategori kendaraan 

screb atau kendaraan tanpa dokumen lengkap, padahal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah sendiri menyatakan penghapusan aset dapat dilakukan tanpa kelengkapan dokumen. 
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Partisipan 

 Partisipasi aktif anggota dalam pelaksanaan rapat koordinasi mesti tetap dilaksanakan 

(Waliyudin et al., 2022), dimana hal tersebut memerlukan Sumber Daya Manusia yang memenuhi. 

Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan SDM merupakan hal yang terpenting didalam suatu 

organisasi karena tanpa adanya SDM yang handal atau berkualitas maka organisasi tidak akan 

berjalan sebagaimana mesetinya (Herman et al., 2021). Dalam hal ini, partisipasi dilakukan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang dibantu oleh Pengurus Barang di Sub Bagian Umum 

Dinas Kesehatan. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 

yang dibantu oleh Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset, dan 

Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pengawasan Aset. Pelaksanaan koordinasi ini tidak 

mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa kehadiran seluruh pejabat tersebut, karena 

daftar antrean yang panjang ini juga memerlukan persetujuan dari pejabat tertinggi dalam organisasi 

untuk menentukan hasil keputusan yang berada di bawah eka. tanggung jawab mereka.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

jika diukur dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dikaitkan dengan 

keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki di bidangnya, maka mereka 

menilai bahwa pegawai yang berpartisipasi memiliki kualitas. Selanjutnya penulis menanyakan 

kepada pihak Dinas Kesehatan tentang pertanyaan yang sama, pihak Dinas tidak mengatakan pihak 

mereka sepenuhnya berkompeten dalam partisipasi tersebut. Selain itu, jika diukur berdasarkan 

kuantitas SDM dibandingkan dengan jumlah SDM Tanggung jawab mereka tidak jelas, tidak hanya 

soal aset, namun hal ini tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga pegawai 

tersebut hanya fokus pada pekerjaan yang mendesak dan menyelesaikan masalah sebelumnya. 

Sedangkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri, berdasarkan pengamatan 

penulis, pembagian tugasnya sudah jelas dan siapa yang bertanggung jawab untuk urusan yang 

mana, meskipun sumber daya manusianya untuk satu sub bidang relatif sedikit.  

Kesepakatan, Komitmen dan Insentif,  

 Hasil perundingan yang secara bertahap disepakati oleh kedua belah pihak adalah 

kesepakatan. Kesepakatan biasanya memiliki kekuatan untuk membujuk orang yang menjadi target 

untuk menerima dan mematuhi persyaratan yang telah disepakati Bersama. Proses kesepakatan 

dalam pengahapusan Kendaraan Dinas Operasional Khusus (ambulance) hal yang dapat dilakukan 

adalah organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud, dalam hal ini Dinas Kesehatan selaku 

pengelola barang Dinas Kesehatan, mengajukan permohonan penghapusan kepada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat ditindaklanjuti, dan Dinas Kesehatan 

bertanggung jawab mengambil pengurusan segala dokumen atau persyaratan yang diperlukan untuk 

melakukan penjualan harta sebelum penghapusan dilakukan dengan melelang harta. Setelah 

pembentukan tim penilai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, aset tersebut dievaluasi 

dalam bentuk dokumen untuk menentukan apakah dapat direalisasikan atau tidak. Jika ternyata 

dokumen tersebut kurang informasi, maka tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, 

akan ada bentuk kesepakatan jika dokumen dianggap lengkap.  

 Dalam situasi komitmen, seseorang membuat kesepakatan (keterikatan), baik terhadap 

dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, yang terwujud dalam tindakan atau perilaku tertentu 

yang dilakukan secara sukarela atau di bawah paksaan. Wujud dari komitmen ini biasanya Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kesehatan melarang penjualan atau lelang aset 

yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. KPKNL nantinya 
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akan menyepakati pihak yang berkepentingan dengan aset tersebut dengan membayar uang muka di 

muka kepada pihak-pihak tersebut. Seharusnya ketika ada perjanjian yang dibuat dan ternyata belum 

sesuai untuk mencapai tujuan atau dapat merugikan salah satu pihak terkait harus dibantah atau dikaji 

ulang lagi. 

 Insentif koordinasi merupakan salah satu bentuk materi motivasi yang sengaja diberikan 

sebagai penyemangat kepada karyawan agar dapat memicu minat mereka untuk meningkatkan 

produktivitas koordinasi. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan 

dikatakan bahwa: tidak ada menerima insentif pada saat koordinasi penghapusan Kendaraan Dinas 

Operasional Khusus (ambulance). Insentif koordinasi ini juga berdampak pada seberapa baik kinerja 

pegawai saat menangani masalah dan pekerjaan. Karena penghapusan aset sebenarnya merupakan 

prosedur yang cukup canggih yang tentunya juga membutuhkan tenaga dan waktu, hal ini dapat lebih 

mendongkrak kinerja pegawai dalam mengelola penghapusan aset ini dengan menawarkan insentif 

kecil sebagai motivasi bagi pegawai Dinas Kesehatan maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah. 

Kontinuitas Perencanaan 

 Perencanaan ditetapkan dalam rangka untuk dijadikan pedoman dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan (Talibo, 2018). Kontinuitas atau berkelanjutan disini diartikan sebagai 

kemampuan suatu program untuk bertahan dalam waktu yang Panjang, efektiv, serta mampu 

berkembang dan berhasil dalam pelaksanaannya (Latif et al., 2022). Oleh sebab itu, perencanaan 

harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka koordinasi. Idealnya suatu koordinasi dilakukan 

secara berkelanjutan agar apa yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Begitu pula hendaknya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dimana koordinasi mesti 

dilaksanakan secara terus-menerus agar pelaksanaan penghapusan Kendaraan Dinas Operasional 

Khusus (ambulance) dapat berjalan dengan lancar karena penghapusan tersebut dapat mengurangi 

anggaran daerah dalam rangka untuk memelihara barang aset daerah yang tidak produktif lagi. Selain 

itu, hendaknya dalam kontinuitas perencanaan ini apabila sudah ada keputusan yang diambil harus 

tetap dilanjutkan dan ditindak lanjuti sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak dimana mereka mengatakan bahwa 

dalam perencanaan hingga pelaksanaan sudah dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan. 

Menurut pengamatan penulis indikator kesinambungan perencanaan ini sudah cukup dilaksanakan 

berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah yaitu bebas dari tanggung jawab administratif dan fisik atas barang-barang yang 

dikuasainya. Namun hal ini hanya berlaku untuk Kendaraan Dinas Operasional Khusus (ambulance) 

yang telah berhasil dilakukan penghapusan, namun masih terdapat beberapa kendaraan yang belum 

dilakukan penghapusan dimana hal tersebut akan memakan biaya untuk pemeliharaannya 

dibandingkan manfaat yang didapatkan dimana hal tersebut tidak efektiv untuk keuangan daerah.    

KESIMPULAN  

Dalam koordinasi, kedua belah pihak telah melakukan komunikasi dengan baik, namun masih 

terdapat beberapa hal yang masih terjadi kesalahan dalam komunikasi. Pegawai dari kedua instansi 

agar lebih mendahulukan kesadaran akan pentingnya koordinasi dan melepaskan ego sectoral. 

Kemudian setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam koordinasi mesti memiliki kompetensi 

agar pemeliharaan dan penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Khusus (ambulance) dapat 
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dilakukan dengan baik yang mana hal tersebut berkaitan dengan aset daerah. Kemudian pihak yang 

saling berkoordinasi mesti mematuhi segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya agar tujuan 

dari organisasi dapat tercapai dengan baik terkhusus mengenai penghapusan Kendaraan Dinas 

Operasional Khusus (ambulance). Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah hendaknya 

Dinas Kesehatan dapat melengkapi segala macam surat-surat yang berkaitan dengan Kendaraan 

Dinas Operasional Khusus (ambulance) agar mempermudah segala bentuk administrasi semisal saja 

jika kendaraan tersebut kurang produktif maka bisa dimanfaatkan seperti dilelang, dijual bahkan 

dimusnahkan. Begitu pula hendaknya jika kendaraan tersebut masih produktif, karena surat-

menyurat kendaraan sangat penting untuk keperluan administrasi lainnya. Kemudian pegawai dari 

kedua belah instansi agar lebih selektif untuk memberikan penilaian apakah kendaraan tersebut layak 

atau tidak layak untuk dioperasionalkan karena hal tersebut berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk operasionalnya. Dan hal yang paling penting adalah melakukan koordinasi dan komunikasi 

yang lebih intens lagi serta saling mengingatkan yang berkaitan dengan pekerjaan dari masing-

masing intstansi demi kemajuan Bersama.  
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